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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kematangan manajemen layanan pendaftaran perkara berbasis teknologi 
informasi di sebuah instansi peradilan menggunakan framework COBIT 5. Metode penelitian yang digunakan adalah studi 
literatur, wawancara, dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan framework COBIT 5 untuk mengevaluasi 
keempat domain COBIT 5, yaitu perencanaan dan pengorganisasian, pengadaan dan implementasi, pengoperasian dan 
pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kematangan manajemen layanan 
pendaftaran perkara berbasis teknologi informasi diinstansi peradilan yang menjadi objek penelitian masih perlu ditingkatkan. 
Terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan layanan pendaftaran perkara, seperti sistem yang belum terintegrasi dengan baik, 
kurangnya pengawasan terhadap proses pendaftaran perkara, dan masih terdapat proses manual yang memakan waktu. Oleh 
karena itu, disarankan untuk melakukan perbaikan pada sistem pendaftaran perkara, mengintegrasikan sistem dengan baik, dan 
meningkatkan pengawasan terhadap proses pendaftaran perkara dengan mengacu pada framework COBIT 5 untuk memastikan 
pengelolaan layanan pendaftaran perkara berbasis teknologi informasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.  

Kata kunci: COBIT 5, Pendaftaran Perkara, Teknologi Informasi, Maturity level. 

1. Pendahuluan  

Dalam era digital seperti sekarang, penggunaan 
teknologi informasi dalam dunia bisnis dan 
pemerintahan menjadi semakin penting. Salah satu 
aspek yang sangat penting dalam penggunaan teknologi 
informasi adalah manajemen layanan. Manajemen 
layanan yang baik akan memastikan bahwa teknologi 
informasi yang digunakan dapat berkontribusi secara 
optimal pada pencapaian tujuan organisasi. Salah satu 
kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengelola 
layanan teknologi informasi adalah COBIT 5. 

Pada artikel ini, akan dibahas tentang analisis tingkat 
kematangan manajemen layanan pendaftaran perkara 
berbasis teknologi informasi menggunakan framework 
COBIT 5. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui 
seberapa baik pengelolaan layanan pendaftaran perkara 
berbasis teknologi informasi pada Pengadilan Tata 
Usaha Negara Palembang, serta untuk memberikan 
rekomendasi untuk perbaikan yang perlu dilakukan. 

Beberapa penelitian sebelumnya juga telah membahas 
tentang penggunaan COBIT 5 dalam pengelolaan 
layanan teknologi informasi. Misalnya, penelitian oleh 
Marques et al. (2018) yang membahas tentang 
penerapan COBIT 5 dalam pengelolaan risiko 
keamanan informasi. Selain itu, penelitian oleh Ananda 
et al. (2020) juga membahas tentang penerapan COBIT 

5 dalam pengelolaan layanan teknologi informasi pada 
perusahaan jasa keuangan. 

 

Dengan mengacu pada penelitian-penelitian 
sebelumnya dan dengan menggunakan kerangka kerja 
COBIT 5, diharapkan analisis tingkat kematangan 
manajemen layanan pendaftaran perkara berbasis 
teknologi informasi pada pengadilan tata usaha negara 
Palembang dapat dilakukan dengan baik dan 
memberikan kontribusi positif pada pengelolaan 
layanan teknologi informasi secara keseluruhan. 

Kerangka kerja COBIT 5 berfokus pada 2 area utama, 
yang pertama area governance atau Tata Kelola 
sedangkan area yang kedua pada management atau 
bisnis. Pada area governance hanya memilki 1 domain 
yaitu EDM (Evaluate, Direct, and Monitor) sedangkan 
pada pada area managemnet memiliki 4 domain yaitu 
APO (Align, Plan, and Organize), BAI (Build, Acquire, 
and Implement), DSS (Deliver, Service, and Support), 
MEA (Monitor, Evaluate, and Asses). Selain itu 
disetiap domain terdapat sub domain, untuk area 
governance terdapat 5 subdomain dan untuk 
management 37 subdomain. 

Pada penelitian ini mengambil diantara dua area 
Governance dan Management yaitu 2 (dua) domain dari 
governance penulis menggunakan domain EDM 



 Faliandy1, Tata Sutabri2 
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 1 No. 2, 2023  

DOI: https://doi.org/10.31004/ijmst.v1i2.143 
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 

155 
 
 

(Evaluate, Direct and Monitor) dan management 
penulis mengambil domain DSS (Deliver, Service and 
Support), Alasan penulis mengambil kedua domain 
diatas adalah meneliti bagaimana arah Governance dan 
Management pada Pengadilan Tata Usaha Negara 
Palembang. karena 2 hal ini adalah inti dari pelayanan 
pendaftaran perkara. Berikut Semua proses yang 
penulis gunakan semua ada 11 Proses dari 2 (dua) 
Domain yang dipilih. 

1) Domain Evaluate, Direct, and Monitor (EDM), 
terdiri dari 5 (lima) proses yaitu : 
a. EDM01 : Ensure governance framework setting 

and maintenance; 
b. EDM02 : Ensure benefits delivery; 
c. EDM03 : Ensure risk optimization; 
d. EDM04 : Ensure resource optimization; 
e. EDM05 : Ensure stakeholder Transparency. 

2) Domain Deliver, Service, and Support (DSS), terdiri 
dari 6 (enam) proses yaitu : 
a. DSS01 : Manage operations; 
b. DSS02 : Manage service requests and incidents; 
c. DSS03 : Manage problems; 
d. DSS04 : Manage continuity; 
e. DSS05 : Manage security services; 
f. DSS06 : Manage business process Control. 

Pendaftaran perkara adalah proses pencatatan dan 
pengarsipan berbagai jenis perkara yang masuk ke 
dalam suatu lembaga peradilan, seperti pengadilan. 
Pendaftaran perkara bertujuan untuk memberikan akses 
dan pelayanan yang lebih mudah dan cepat bagi 
masyarakat yang membutuhkan layanan peradilan. 
Proses pendaftaran perkara yang efektif dan efisien 
dapat mempengaruhi kualitas layanan peradilan dan 
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 
lembaga peradilan tersebut.(M. N. Kemas & Nurjaman, 
2018) 

Manajemen layanan TI adalah pendekatan yang 
komprehensif untuk merencanakan, mengelola, dan 
menyampaikan layanan-layanan teknologi informasi 
(TI) kepada pengguna di dalam suatu organisasi. 
Manajemen layanan TI bertujuan untuk memastikan 
bahwa layanan-layanan TI diselaraskan dengan 
kebutuhan bisnis, memberikan nilai tambah, serta 
memberikan pengalaman pengguna yang baik. (Van 
Bon & Tiemstra, 2014) 

Maturity level adalah konsep yang digunakan untuk 
menggambarkan tingkat kedewasaan atau kematangan 
suatu proses atau sistem. Konsep ini sering digunakan 
dalam bidang manajemen, terutama dalam bidang 
manajemen proyek dan manajemen kualitas. Maturity 
level mengacu pada tingkat kemampuan suatu 
organisasi dalam mengelola dan mengendalikan proses-
prosesnya secara efektif dan efisien. (PMBOK® Guide, 
2017). 

2. Metode Penelitian 

Pada bagian metode penelitian menjelaskan Kerangka 
pemikiran dimana terdapat rincian tentang bahan atau 
materi, alat, urutan langkah-langkah yang dibuat secara 
sistematis, logis sehingga dapat dijadikan panduan yang 
jelas dan mudah untuk menyelesaikan permasalahan, 
analisis hasil dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. 
Adapun langkah-langkah penelitian penyelesaian 
masalah dapat dilihat pada gambar berikut : 

 
Gambar 2.1. Alur Penelitian 

2.1. Wawancara 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 
metode wawancara guna melengkapi data yang 
merupakan proses awal untuk identifikasi permasalahan 
yang ada pada pendaftaran perkara dalam langkah 
melakukan penelitian. Dalam penelitian diambil data 
dari wawancara sebanyak 4 klasifikasi responden yakni 
Stakeholder dalam hal ini Pengacara (kuasa hukum) dan 
Pihak Penggugat yang melakukan pendaftaran perkara, 
Analis Perkara Peradilan, Panitera Pengganti. 

2.2. Identifikasi Masalah 

Sumber Daya Manusia dan tersedianya sarana dan 
prasarana, teridentifikasi masih menjadi masalah yang 
paling utama pada Pendaftaran Perkara pada 
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, maka dari 
itu, perlu: 

a.  Pengukuran kematangan Manajemen Layanan 
dalam Pendafataran Perkara berbasis Teknologi 
Informasi. 

b. Model Framework COBIT 5 cocok dalam 
pengukuran tingkat kematangan Manajemen 
Layanan dalam Pendafataran Perkara berbasis 
Teknologi Informasi. 
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2.3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah masuk dalam Process. Rumusan 
masalah berdasarkan latar belakang penelitian: 

a. Bagaimana menganalisa tingkat kematangan 
Manajemen Layanan dalam Pendafataran Perkara 
berbasis Teknologi Informasi dengan menggunakan 
Framework COBIT 5? 

b. Bagaimana rekomendasi yang dapat dibentuk 
berdasarkan hasil dan analisis dengan menggunakan 
COBIT 5 tersebut? 
 

2.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah masuk dalam Proccess. Pada batasan 
masalah penulis membatasi penelitian hanya 
menggunakan 2 (dua) Domain pada COBIT 5 yaitu 
Domain EDM dan Domain DSS dan pada hasil 
pengukuran tingkat kematangan hanya pada 
kematangan saat ini (as-is). 

2.5. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka masuk dalam Proccess. Terdapat dua 
cara yang dilakukan pada Tinjauan Pustaka, yaitu : 

a. Telaah Dokumen Bisnis 

Proses ini dilakukan dengan meninjau aturan atau 
proses Pendaftaran Perkara berbasis TI sebagai objek 
yang akan diteliti. 

b. Studi Literatur 

Proses studi literatur yang dilakukan disini adalah 
mereviu paper penelitian sebelumnya yang berkaitan 
dengan COBIT 5. 

2.6. Kuesioner 
 

Tabel 2.1. Matriks RACI Respondent 
RACI Respondent Actual Respondent 
Business Process - Analis Perkara Peradilan 

- Panitera Pengganti 
Para Pihak - Pengacara 

- Pihak Penggugat 
 
Kuesioner Penelitian masuk dalam Input Proccess, 
dimana dalam penelitian ini jumlah responden telah 
diketahui sebanyak 12 responden yang semuanya 
dibagikan kuesioner. Responden yang dipilih oleh 
penulis adalah responden yang mewakili tabel RACI 
(Responsibility, Accountability, Consult, and Inform). 

2.7. Metode Ordinal 

Metode Ordinal masuk dalam Process. Penulis 
menggunakan metode Ordinal dengan model teknik 
pengukuran ordinal dalam pembuatan kuesioner 
menggunakan skala likert. Ukuran ordinal adalah angka 
yang diberikan dimana angka-angka tersebut 
mengandung pengertian tingkatan. Ukuran nominal 

digunakan untuk mengerutkan obyek dari tingkatan 
terendah sampai tertinggi. 

Ukuran ini tidak memberikan nilai absolut terhadap 
obyek, tetapi hanya memberikan urutan (rangking) saja. 
Set obyek (nilai rangking) diberi nomor 1 = Sangat 
Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Ragu-Ragu, 4 = 
Setuju, dan 5 = Sangat Setuju. Sedangkan nilai absolut 
yang merupakan nilai model capability diberi nomor 
0=Proses Tidak Lengkap, 1=Proses Dijalankan, 
2=Proses Diatur, 3=Proses Tetap, 4=Proses Sudah di 
Ukur, 5=Proses Optimasi. 

Korespondensi antara set obyek (Nilai Rangking) 
dengan nilai absolut (Model Maturity) dilakukan 
dengan cara melakukan perhitungan dalam bentuk 
indeks dengan rumus dibawah ini. 

 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 = 	
Σ	(𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛)

Σ	(𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛	𝐾𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟) 

 

Untuk Standar Maturity level yang dijadikan standar 
Model Maturity merujuk pada dokumen ISACA seperti 
pada tabel 2.2 Tingkat Maturity Model. 

Skala pembulatan indeks pada tabel 2.3 adalah apabila 
hasil dari perhitungan dari kuesioner setelah 
dijumlahkan dan menghasilkan nilai dalam bentuk 
bilangan bulat maka dilakukan skala pembulatan 
dengan contoh seperti pada tabel, karena penentuan 
tingkat maturity hanya menggunakan nilai real demi 
mempermudah dalam penghitungan dan proses 
perekomendasian yang nantinya dari hasil pengelolaan 
data kuisioner dan wawancara kemudian dari hasil 
analisa diperoleh dilakukan pembuatan rekomendasi 
dari temuan untuk perbaikan instansi kedepanya. 
Merujuk pada tabel 2.3 Skala Pembulatan indeks. 

 
Tabel 2.2. Tingkat Maturity Model 

Index Tingkat Meturity Model 
0 Incomplete Process (Proses Tidak 

Lengkap) 
1 Performed Process (Proses Dijalankan) 
2 Managed Process (Proses Diatur) 
3 Established Process (Proses Tetap) 
4 Predictable Process (Proses Di Ukur) 
5 Optimising Process (Proses Optimasi) 

 

Tabel 2.3. Skala Pembulatan Indeks 

Skala Pembulatan Tingkat Meturity Model 
4,51 – 5,00 5 
3,51 – 4,50 4 
2,51 – 3,50 3 
1,51 – 2,50 2 
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0,51 – 1,50 1 
0,00 – 0,50 0 

 
 

2.8. Analisis COBIT 5 

Analisis COBIT 5 ini masuk dalam Alur Proccess 
dimana disini adalah proses penghitungan hasil 
kuisioner dan wawancara dengan menggunakan metode 
ordinal. 

2.9. Rekomendasi Perbaikan 

Tahap ini sudah pada proses output. Sudah pada tahap 
pemberian rekomendasi merujuk pada hasil dari 
analisis kuisioner COBIT 5, yang kemudian 
rekomendasi perbaikan ini adalah saran-saran 
perbaikan yang sesuai dengan penjelasan COBIT 5 
untuk diberikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara 
Palembang. 

2.10. Proses Konfirmasi 

Tahap ini adalah tahap akhir dari proses output 
penelitian. Proses Konfirmasi setelah dibuatkan 
Rekomendasi Perbaikan yang nantinya akan 
disampaikan ke Instansi pada penelitian ini yakni pada 
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dimana 
Penulis akan melakukan wawancara konfirmasi kepada 
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang 
untuk memastikan pada level berapakah penerapan 
implementasi Pendaftaran Perkara berbasis Teknologi 
Informasi yang sudah berjalan, maka setelah diketahui 
dan dicoba di arahkan untuk level mengukuti level 
COBIT 5 yaitu dari Nilai 0 – 5 dan juga penjelasan 
setiap level kematangannya. 

3.  Hasil dan Pembahasan 

3.1. Hasil Domain EDM 

Tabel 3.1. Kalkulasi Tingkat kematangan (as-is), 
setiap domain EDM 

EDM Indeks Maturity Level 

EDM01 as-is 3,40 3 

EDM02 as-is 3,36 3 

EDM03 as-is 2,49 2 

EDM04 as-is 2,22 2 

EDM05 as-is 2,61 3 

 

 
Gambar 3.1. Grafik Tingkat Kematangan Pendaftaran 

Perkara Berbasis TI (as-is) domain EDM 

3.2. Hasil Domain DSS 

Tabel 3.2. Kalkulasi Tingkat kematangan (as-is), 
setiap domain DSS 

EDM Indeks Maturity Level 

DSS01 as-is 3,36 3 

DSS02 as-is 2,49 2 

DSS03 as-is 2,22 2 

DSS04 as-is 3,36 3 

DSS05 as-is 2,36 2 

DSS06 as-is 1,61 2 

 

 
Gambar 3.2. Grafik Tingkat Kematangan Pendaftaran 

Perkara Berbasis TI (as-is) domain DSS 

3.3.  Rekomendasi Perbaikan 

a.  Rekomendasi EDM01 

Berdasarkan analisis hasil wawancara dan Tingkat 
Kematangan saat ini (as-is) yang didapat dengan level 
target yang ingin dicapai ada EDM01 yang telah 
mencapai Established Process (Proses Tetap), maka 
rekomendasi yang dapat diberikan yaitu : 

§ Meningkatkan SDM dan sarana/prasarana: Untuk 
meningkatkan tingkat kematangan pada domain 
EDM01, diperlukan peningkatan jumlah dan 
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kualitas SDM serta tersedianya sarana dan prasarana 
yang memadai. Pengadilan perlu melakukan 
evaluasi terhadap kebutuhan sumber daya manusia 
dan peralatan teknologi informasi yang diperlukan 
untuk mengoptimalkan proses pendaftaran perkara. 

§ Memperbaiki dokumentasi: Pada saat wawancara, 
ditemukan beberapa responden yang mengeluhkan 
kurangnya dokumentasi terkait proses pendaftaran 
perkara. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan 
dan pengembangan dokumentasi yang lebih lengkap 
dan terstruktur sehingga dapat membantu 
memudahkan proses pendaftaran perkara. 

§ Meningkatkan koordinasi antar unit kerja: Dalam 
beberapa kasus, terdapat kendala pada koordinasi 
antar unit kerja yang terlibat dalam proses 
pendaftaran perkara. Sehingga perlu dilakukan 
upaya untuk meningkatkan koordinasi dan 
komunikasi antar unit kerja, terutama yang terkait 
dengan pendaftaran perkara, agar dapat 
mengoptimalkan proses dan meminimalisir 
terjadinya kesalahan atau keterlambatan. 

§ Memperbarui kebijakan dan prosedur: Terakhir, 
perlu dilakukan pembaruan terhadap kebijakan dan 
prosedur yang berlaku pada pendaftaran perkara. 
Hal ini perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan 
peraturan-peraturan yang terbaru serta berbagai 
perubahan teknologi yang terjadi. Dengan 
demikian, proses pendaftaran perkara dapat 
dilakukan dengan lebih efektif dan efisien 

b.  Rekomendasi EDM02 

Berdasarkan analisis hasil wawancara dan Tingkat 
Kematangan saat ini (as-is) pada EDM02 yakni sudah 
pada level 3 atau Established Process, maka 
rekomendasi yang dapat diberikan yaitu : 

§ Rekomendasi pertama adalah untuk meningkatkan 
penggunaan teknologi informasi dalam proses 
pendaftaran perkara, seperti penggunaan aplikasi 
online untuk mengakses informasi perkara dan 
mempercepat proses pendaftaran. Selain itu, 
penggunaan sistem informasi manajemen untuk 
mengatur dan mengelola data perkara juga dapat 
membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
manajemen layanan. 

§ Rekomendasi kedua adalah untuk meningkatkan 
pelatihan dan pengembangan SDM yang terlibat 
dalam proses pendaftaran perkara. Hal ini bertujuan 
untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan 
dalam manajemen layanan dan penggunaan 
teknologi informasi, sehingga dapat 
memaksimalkan penggunaan teknologi informasi 
dalam proses pendaftaran perkara. 

§ Rekomendasi ketiga adalah untuk meningkatkan 
kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses 
pendaftaran perkara. Hal ini dapat dilakukan dengan 
menyediakan informasi yang lebih transparan dan 
mudah diakses tentang proses pendaftaran perkara, 

serta memperbaiki tata kelola dan prosedur 
pengadilan yang lebih terbuka dan akuntabel. 

c. Rekomendasi EDM03 

Berdasarkan analisis hasil wawancara dan Tingkat 
Kematangan saat ini (as-is) pada EDM03 yakni pada 
level 2 (Managed Process –Proses Teratur), maka 
rekomendasi yang dapat diberikan yaitu : 

§ Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan 
tentang manajemen layanan TI pada tim 
Pendaftaran Perkara, terutama dalam hal proses dan 
prosedur yang terkait dengan manajemen layanan 
TI. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan 
pelatihan dan pelatihan khusus tentang manajemen 
layanan TI. 

§ Menetapkan indikator kinerja kunci yang terukur 
dan memonitoring kinerja secara rutin untuk 
mengukur efektivitas dan efisiensi proses 
pendaftaran perkara. Hal ini dapat membantu tim 
Pendaftaran Perkara untuk mengetahui apakah 
proses yang dilakukan sudah sesuai dengan standar 
yang ditetapkan atau belum, sehingga dapat 
dilakukan perbaikan dan peningkatan secara 
berkala. 

§ Meningkatkan penggunaan teknologi informasi 
pada proses pendaftaran perkara, seperti e-court, 
sehingga proses pendaftaran perkara dapat 
dilakukan secara lebih efektif dan efisien. 

§ Melakukan evaluasi dan audit internal secara 
berkala untuk memastikan bahwa proses 
pendaftaran perkara di Pengadilan Tata Usaha 
Negara Palembang sudah sesuai dengan standar dan 
prosedur yang ditetapkan. Hal ini dapat membantu 
tim Pendaftaran Perkara untuk mengetahui 
kelemahan dan kekurangan dalam proses yang 
dilakukan, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan 
peningkatan secara tepat waktu. 

d. Rekomendasi EDM04 

Berdasarkan analisis hasil wawancara dan Tingkat 
Kematangan saat ini (as-is) pada EDM04 yakni sudah 
pada level 2 atau (Managed Process – Proses teratur), 
maka rekomendasi yang dapat diberikan yaitu : 

§ Meningkatkan dokumentasi proses pendaftaran 
perkara dengan lebih terstruktur dan terstandarisasi 
untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam 
proses pendaftaran perkara dapat dilacak dan 
dimonitor dengan baik. 

§ Mengembangkan SOP yang jelas dan terukur, serta 
memastikan bahwa setiap pegawai dan pihak terkait 
memahami dan menerapkan SOP tersebut dengan 
konsisten. 

§ Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara 
pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran 
perkara, termasuk hakim, pengacara, dan pihak 
administrasi pengadilan. Hal ini bertujuan untuk 
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mempercepat proses pendaftaran perkara dan 
meminimalkan kesalahan yang terjadi. 

§ Mengembangkan sistem pelaporan yang lebih 
terukur dan terintegrasi, sehingga manajemen dapat 
memantau kinerja pendaftaran perkara secara real-
time dan melakukan tindakan perbaikan yang tepat 
waktu. 

§ Melakukan evaluasi dan peninjauan terhadap proses 
pendaftaran perkara secara berkala, guna 
memastikan bahwa proses tersebut tetap relevan dan 
efektif sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan. 

e.  Rekomendasi EDM05 

Berdasarkan analisis hasil wawancara dan Tingkat 
Kematangan saat ini (as-is) pada EDM05 yakni sudah 
pada level 3 atau (Established Process – Proses tetap), 
maka rekomendasi yang dapat diberikan yaitu : 

§ Memperkuat mekanisme pemantauan kinerja 
layanan pendaftaran perkara dengan menggunakan 
matrik yang terukur dan terkelola dengan baik, 
sehingga dapat dilakukan evaluasi secara berkala 
terhadap kualitas layanan yang disediakan. 

§ Melakukan peningkatan kapasitas dan keterampilan 
pegawai yang terlibat dalam manajemen layanan 
pendaftaran perkara dengan menyediakan pelatihan 
dan pendidikan yang relevan. 

§ Memperluas kerjasama dengan pihak-pihak terkait, 
seperti pengadilan lain, kementerian terkait, atau 
lembaga lain yang memiliki kepentingan terkait 
pendaftaran perkara, sehingga dapat tercipta sinergi 
dan kolaborasi dalam pengelolaan layanan tersebut. 

f. Rekomendasi DSS01 

Berdasarkan analisis hasil wawancara dan Tingkat 
kematangan saat ini (as-is) pada DSS01 yakni sudah 
pada level 3 atau (Established Process – Proses tetap), 
maka rekomendasi yang dapat diberikan yaitu : 

§ Meningkatkan penggunaan teknologi big data 
analytics untuk mendukung pengambilan keputusan 
yang lebih akurat dan efektif. 

§ Menjalin kerjasama dengan institusi atau lembaga 
terkait untuk memperoleh akses data yang lebih luas 
dan akurat. 

§ Meningkatkan keamanan dan privasi data yang 
diolah serta mengadopsi standar keamanan data 
internasional seperti ISO 27001. 

§ Memperbaiki keterampilan dan pengetahuan 
karyawan dalam pengelolaan data dan teknologi 
pengambilan keputusan. 

g. Rekomendasi DSS02 

Berdasarkan analisis hasil wawancara dan Tingkat 
kematangan saat ini (as-is) pada DSS02 yakni sudah 
pada level 2 atau (Managed Process – Proses Teratur), 
maka rekomendasi yang dapat diberikan yaitu : 

§ Perlu adanya peningkatan penggunaan teknologi 
informasi untuk mempercepat proses pengolahan 
data dan informasi. Hal ini dapat dilakukan dengan 
melakukan investasi pada sistem informasi dan 
teknologi yang lebih canggih serta terintegrasi. 

§ Perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan 
sumber daya manusia yang berfokus pada 
peningkatan kemampuan dalam memanfaatkan 
teknologi informasi dan sistem informasi yang ada. 

§ Perlu adanya standar prosedur operasional yang 
jelas dan terstruktur untuk meminimalisir kesalahan 
atau kekeliruan pada proses pendaftaran perkara. 

§ Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara 
berkala terhadap kinerja dan efektivitas sistem 
informasi dan teknologi yang digunakan untuk 
memastikan bahwa proses pendaftaran perkara 
dapat berjalan dengan baik dan efisien. 

§ Perlu adanya sistem manajemen pengetahuan yang 
dapat diakses oleh seluruh anggota tim untuk 
memastikan terjadinya transfer pengetahuan dan 
pengalaman yang baik, sehingga dapat 
meningkatkan kinerja dan kualitas layanan. 

h.  Rekomendasi DSS03 

Berdasarkan analisis hasil wawancara dan Tingkat 
kematangan saat ini (as-is) pada DSS03 yakni sudah 
pada level 2 atau (Managed Process–Proses Teratur), 
maka rekomendasi yang dapat diberikan yaitu : 

§ Meningkatkan pemahaman dan kesadaran 
pengguna tentang layanan teknologi informasi yang 
tersedia, termasuk manfaat dan cara 
menggunakannya secara optimal. 

§ Mengembangkan prosedur standar dan panduan 
penggunaan layanan teknologi informasi yang jelas 
dan mudah dipahami, serta memastikan adanya 
pengawasan dan pelaporan yang memadai. 

§ Menerapkan sistem manajemen konfigurasi untuk 
mengelola dan memantau konfigurasi perangkat 
lunak dan perangkat keras yang digunakan, 
sehingga memudahkan pemantauan ketersediaan 
dan kinerja sistem, serta memungkinkan 
pengembangan dan pengujian yang lebih efektif. 

§ Meningkatkan sistem pengendalian akses untuk 
memastikan hanya pengguna yang berwenang yang 
dapat mengakses informasi dan sistem teknologi 
informasi, serta melindungi privasi dan kerahasiaan 
data. 

§ Melakukan evaluasi dan pemantauan secara teratur 
untuk mengukur kinerja sistem teknologi informasi 
dan memperbaiki proses manajemen layanan jika 
diperlukan. 

i.  Rekomendasi DSS04 

Berdasarkan analisis hasil wawancara dan Tingkat 
kematangan saat ini (as-is) pada DSS04 yakni sudah 
pada level 3 atau (Established Process – Proses Tetap), 
maka rekomendasi yang dapat diberikan yaitu : 
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§ Meningkatkan kualitas informasi yang digunakan 
untuk pengambilan keputusan dengan memperbaiki 
proses pengumpulan, pengolahan, dan 
penyimpanan data. 

§ Mengimplementasikan teknologi yang lebih 
canggih untuk mendukung pengambilan keputusan, 
seperti sistem business intelligence atau analytics. 

§ Memperkuat peran dan kompetensi staf yang terkait 
dengan pengambilan keputusan untuk memastikan 
keputusan yang diambil tepat dan akurat. 

§ Meninjau kembali proses pengambilan keputusan 
secara berkala untuk terus meningkatkan kinerja dan 
efektivitasnya. 

j. Rekomendasi DSS05 

Berdasarkan analisis hasil wawancara dan Tingkat 
kematangan saat ini (as-is) pada DSS05 yakni sudah 
pada level 2 atau (Managed Process – Proses Teratur), 
maka rekomendasi yang dapat diberikan yaitu : 

§ Meningkatkan kualitas manajemen risiko dengan 
melakukan identifikasi risiko yang lebih mendalam, 
mengevaluasi potensi dampak dari setiap risiko, dan 
memperbaiki strategi mitigasi yang telah ada. 

§ Memperkuat pengelolaan kebijakan keamanan 
informasi dengan memastikan bahwa kebijakan 
yang ada memenuhi standar internasional dan 
industri, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut 
telah diterapkan secara konsisten dan efektif. 

§ Meningkatkan pengelolaan aset informasi dengan 
melakukan inventarisasi aset yang lebih terinci dan 
memastikan bahwa setiap aset informasi 
diidentifikasi, diklasifikasikan, dan dilindungi 
dengan tepat. 

§ Memperbaiki manajemen perubahan dengan 
menerapkan proses perencanaan, pengujian, dan 
implementasi perubahan yang lebih terstruktur dan 
terkontrol. 

§ Meningkatkan pengelolaan keamanan jaringan dan 
sistem dengan memastikan bahwa sistem dan 
jaringan dilindungi secara memadai, serta 
melakukan pemantauan dan pemeliharaan secara 
berkala untuk memastikan sistem tetap aman dan 
dapat diandalkan.. 

k. Rekomendasi DSS06 

Berdasarkan analisis hasil wawancara dan Tingkat 
kematangan saat ini (as-is) pada DSS06 yakni sudah 
pada level 2 atau (Managed Process– Proses Teratur), 
maka rekomendasi yang dapat diberikan yaitu : 

§ Meningkatkan penerapan pengelolaan perubahan TI 
secara terstruktur dan terdokumentasi dengan 
mengadopsi best practice seperti ITIL, sehingga 
meminimalisir risiko kegagalan atau dampak 
negatif perubahan TI pada layanan pendaftaran 
perkara. 

§ Membuat panduan dan prosedur yang jelas untuk 
mengelola perubahan TI, termasuk penilaian 

dampak bisnis, identifikasi risiko, pengujian, 
evaluasi, persetujuan dan pengendalian perubahan. 

§ Melakukan pelatihan dan sosialisasi yang tepat 
kepada staf yang terkait dengan pengelolaan 
perubahan TI, sehingga meningkatkan pemahaman 
dan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan 
perubahan TI yang efektif dan efisien. 

§ Menerapkan monitoring dan pengukuran kinerja 
secara berkala dalam pengelolaan perubahan TI, 
dengan menggunakan metrik yang relevan untuk 
mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan 
perubahan TI, sehingga dapat diidentifikasi potensi 
perbaikan dan peningkatan kinerja di masa 
mendatang. 

§ Mengimplementasikan sistem manajemen 
pengelolaan pengetahuan (knowledge management) 
untuk mengelola informasi dan pengetahuan tentang 
perubahan TI dan pengelolaannya, sehingga dapat 
memudahkan staf dalam mengakses informasi dan 
pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung 
pengelolaan perubahan TI yang efektif. 

4.  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Pengadilan 
Tata Usaha Negara Palembang disimpulkan bahwa 
sebagian besar proses dalam Manajemen Layanan 
Pendaftaran Perkara berbasis Teknologi Informasi telah 
mencapai tingkat maturity yang baik, yaitu pada tingkat 
Established Process atau Proses Tetap. Ini 
menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki proses 
yang terdefinisi dengan baik, terdokumentasi, dan 
secara terus-menerus ditingkatkan untuk mencapai 
tujuan bisnis. 

Namun, masih ada beberapa proses yang mencapai 
tingkat maturity yang lebih rendah, yaitu pada tingkat 
Managed Process atau Proses Diatur. Hal ini 
menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan 
dalam hal keteraturan dan pengelolaan proses. Oleh 
karena itu, disarankan agar organisasi terus melakukan 
evaluasi dan perbaikan terhadap proses-proses tersebut 
untuk mencapai tingkat maturity yang lebih baik. 

Selain itu, penggunaan framework COBIT 5 dalam 
melakukan assessment tingkat kematangan sangat 
membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dan 
potensi perbaikan dalam manajemen layanan 
Pendaftaran Perkara berbasis Teknologi Informasi. 
Dengan menggunakan framework ini, organisasi dapat 
memiliki panduan dan standar yang jelas untuk 
mengelola dan meningkatkan kinerja TI, sehingga dapat 
membantu organisasi mencapai tujuan bisnis secara 
lebih efektif. 
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